Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil

dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tertib
selain akan memberikan kepastian status hukum bagi penduduk
juga berfungsi sebagai penunjang perencanaan pembangunan

berwawasan kependudukan;

. bahwa untuk memberikan pengakuan, penentuan status pribadi dan

status hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
bagi penduduk di wilayah Kabupaten Pati, perlu diterbitkan
dokumen kependudukan melalui sistem Administrasi

Kependudukan yang tertib, terpadu dan berkelanjutan;

. bahwa untuk mewujudkan Administrasi Kependudukan yang tertib,

terpadu dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam

huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan

International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial
Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3852);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tentang Tata
Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh
Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4676);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4768);

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pati Nomor 3
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pati (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D

Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Nomor 28);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri.

Bupati adalah Bupati Pati.

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pati atau dengan sebutan lain yang bertanggung
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Pati.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten Pati dalam wilayah kerja Kecamatan.

Desa adalah Desa-Desa dalam wilayah kabupaten Pati yang
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



